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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN
SASARAN PROGRAM /
NO. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Z 3 4
1. Meningkatnya penyelesaian | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
perkara 1. Pidana 100%
2. Perdata 100%
3. Tipikor 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
1. Pidana 95%
2. Perdata 80%
3. Tipikor 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 3 bulan 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan -
2. Peningkatan aksepbilitas | Persentase perkara yang tidak mengajukan
putusan Hakim upaya hukum Kasasi:
1. Pidana 60%
2. Perdata 50%
3. Tipikor 76%
3. Peningkatan efekfifitas | a. Persentase  berkas yang  diajukan
pengelolaan  penyelesaian Banding yang disampaikan secara
perkara lengkap
1. Pidana 100%
2. Perdata 100%
3. Tipikor 100%
b. Persentase berkas yang diregister dan
siap didistribusikan ke Majelis
1. Pidana 100%
2. Perdata 100%
3. Tipikor 100%
c. Terpenuhinya rasio majelis hakim 1:47
terhadap jumlah perkara banding
d. Persentase responden yang puas 85%
terhadap proses peradilan
e. Persentase pemberian perpanjangan 100%

penahanan tepat waktu
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SASARAN PROGRAM

NO. /KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
7 2 3 4
Peningkatan aksesibilitas | a. Persentase permohonan informasi yang 100%
masyarakat terhadap dipenuhi
peradilan (access fo justice)
b. Persentase amar putusan perkara 100%
banding yang dapat diakses secara on
line melalui website dan direktori
putusan MA RI oleh masyarakat dalam
waktu maksimal 1 hari kerja sejak
diputus
c. Persentase perkara banding yang telah
diproses pada SIPP / CTS MA RI.
1. Pidana 81%
2. Perdata 81%
3. Tipikor 81%
Peningkatan kualitas | a. Persentase pengaduan masyarakat yang 100%
pengawasan ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan 100%
internal / eksternal yang ditindaklanjuti
Kegiatan : Anggaran :
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan  Rp. 14.699.928.000,-
Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 74.000.000,-~
Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 110.906.000,~
Serang, 5 Januari 2016
PANITERA PENGADILAN TINGGI KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
BANTEN PENGADILAN TINGGI BANTEN
"
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SOEHARDI, S.H. TEGUH BERNOWO, S.H., M.H.

NIP. 19540731 198003_1

AN BYRIN, S.H., M.H.

NIP 19520808 198003 1 001
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